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ABSTRAK

Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) scbagai institusi diluar Polri untuk
membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua Undang-undang
tersebut tampak jelas bahwa eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses
penyidikan ada pada tataran membantu, schingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas
proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dan pelaksanaan dari
penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Metode
penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.Sumber data diperoleh dari
data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tertier.Metode pengumpulan data
melalui studi kepustakaan.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif
dengan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Kewenangan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebagai
pelaksana teknis undang-undang, sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan
angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam
lingkup lalu lintas dan angkutan jalan di terminal dan jembatan timbang.

Kata Kunci: penyidik pegawai negeri sipil, penegakan hukum, kepolisian

ABSTRACT

The emergence of Civil Servant Investigators (PPNS) as institutions outside the National
Police to assist police duties in conducting investigations is strictly regulated in the Criminal
Procedure Code and the Law of the Republic of Indonesia No.2 of 2002 concerning the
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Indonesian National Police. From the two laws, it is clear that the existence of the Civil
Servant Investigator (PPNS) in the investigation process is at the level of helping, so that
control over the investigation process remains with the police. This study aims to determine
the role of the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Department of Transportation and the
implementation of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport and to
determine the obstacles and solutions to overcome these obstacles. This research method is a
type of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data, namely
primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection methods through library
research. Data analysis techniques used are qualitative data analysis with inductive
methods.Based on the results of the study it can be concluded that, the Authority of Civil
Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation in enforcing Law Number
22 Year 2009 Regarding Road Traffic and Transport is as a technical implementer of the law,
so that all actions owned and carried out by the Employee Investigator Civil Affairs (PPNS)
Transportation Department in the enforcement of traffic and road transportation must be
based on and in accordance with applicable laws and regulations. Authority of Civil Servant
Investigators (PPNS) of the Department of Transportation within the scope of traffic and road
transportation at terminals and weigh bridges.

Keywords: civil servant investigator, law enforcement, police

A. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam berusaha
mengantisipasi dan menanggulangi
kejahatan yang cenderung meningkat, baik
secara kuantitas maupun kualitas adalah
menyusun peraturan perundang-undangan
yang memberikan kewenangan pada
institusi lain di luar Polri, untuk melibatkan
dalam proses penyidikan.

Dalam peraturan perundang-undang
secara khusus memberikan definisi apa
yang dimaksud dengan penyidik, yang ada
hanya menunjukkan pelaksananya saja
yaitu sesuai Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 6
Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana bahwa yang dimaksud
dengan istilah penyidik adalah “Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia atau
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 6
Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dinyatakan syarat
kepangkatan  pejabatnya  sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

dimana syarat kepangkatan menurut Pasal
2 Ayat (1) PP 27 tahun 1983 “Penyidik
adalah Polisi Negara Republik Indonesia
tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pelda (sekarang Aipda), atau
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang  sckurang-kurangnya  berpangkat
Pengatur Muda Tingkat [ (Gol IL,b) atau
yang disamakan dengan itu.”

Menurut penulis kewenangan pada
institusi lain di luar Polri, untuk melibatkan
dalam proses penyidikan adalah upaya
pemerintah  untuk meningkatkan mutu
sumber daya manusia supaya terarah dan
berkesinambungan membantu tugas polri
dalam urusan negara.

Munculnya Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) sebagai institusi diluar Polri
untuk membantu tugas-tugas kepolisian
dalam melakukan penyidikan dengan tegas
diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang
Republik Indonesia No.2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Dari kedua Undang-undang
tersebut tampak jelas bahwa cksistensi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dalam proses penyidikan ada pada tataran
membantu, sehingga tidak dapat disangkal
lagi kendali atas proses penyidikan tetap
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ada pada aparat kepolisian, mengingat
kedudukan  institusi  Polri  sebagai
koordinator pengawas (Korwas), schingga
menjadi hal yang kontra produktif apabila
muncul pandangan bahwa Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat
berjalan  sendiri  dalam  melakukan
penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan
penyidik utama yaitu Polri.

Menurut pendapat penulis dalam
proses penegakan hukum di Indonesia
Tujuan yang hendak dicapai melalui
tulisan ini tidak lebih dari upaya
menempatkan masing-masing lembaga
penyidik  sesuai  dengan  kedudukan
masing-masing  sebagaimana  arahan
undang-undang, sehingga dikemudian hari
tidak lagi muncul tarik menarik dalam
menjalankan penyidikan.Dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai
NegeriSipil (PPNS) bisa lebih
meningkatkan dan memantapkan perannya
dalam memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas Lalu Lintas,
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Kendaraan Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengelolaannya,
yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri
diatur di dalam UU lalu lintas dan
angkutan jalan khususnya Pasal 1 Ayat (1).
Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas
laut, darat dan udara.Lalu Lintas sendiri
merupakan suatu sarana transportasi yang
di lalui bermacam-macam jenis kendaraan,
baik itu kendaraan yang bermesin roda dua
atau beroda empat pada umumnya dan
kendaraan yang tidak bermesin contohnya
sepeda, becak, dan lain-lain.

Penegakan hukum merupakan hal
yang sangat esensial dan substansial dalam
negara hukum scbab sebagaimana yang
dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo
bahwa salah satu unsur untuk menciptakan
atau memulihkan keseimbangan tatanan di
dalam masyarakat adalah penegakan
hukum.Penegakan hukum pada hakekatnya
merupakan penerapan diskresi (kebijakan)
yang membuat keputusan hukum tidak
secara  ketat diatur undang-undang
melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan
antara hukum dan etika.Oleh karena itu
pertimbangan  secara  nyata  hanya
diterapkan  selektif dalam  masalah
penanggulangan kejahatan.

Penyidikan adalah  serangkaian
tindakan penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.Tujuan penyidikan adalah
untuk menemukan siapa yang telah
melakukan tindak pidana dan mencari
pembuktian  kesalahan  yang  telah
dilakukannya. Untuk mencapai maksud
tertentu makap enyidik dalam
menghimpun keterangan-keterangan
sechubungan dengan fakta-fakta atau
peristiwa tertentu mengenai:

a. Faktor tentang suatu tindak pidana

b. Identitas suatu tindak pidana

c. Tempat yang pasti tindak pidana itu
dilakukan

d. Waktu terjadinya tindak pidana

e. Apa yang menjadi motif tujuan serta
maksud mengadakan tindak pidana

f. Identitas pelaku tindak pidana

Dalam hal penindakan pelanggaran
dan penyidikan tindak pidana, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, selain yang diatur di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana terdapat kewenangan yang
diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 262
ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas
pelanggaran persyaratan teknis dan
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laik jalan Kendaraan bermotor yang
pembuktiannya memerlukan keahlian
dan peralatan khusus

2. Melakukan pemeriksaan atas
pelanggaran perizinan angkutan orang
dan/atau barang dengan kendaraan
Bermotor Umum

3. Melakukan pemeriksaan atas
pelanggaran muatan dan/atau dimensi
Kendaraan  Bermotor di  tempat
penimbangan yang dipasang secara
tetap

4. Melarang atau menunda
pengoperasian  kendaraan bermotor
yang tidak memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan

5. Meminta keterangan dari pengemudi,
pemilik kendaraan bermotor atau
perusahaan angkutan umum atas
pelanggaran persyaratan teknis dan
laik  jalan, pengujian kendaraan
bermotor dan perizinan

6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus
uji dan atau surat izin penyelenggaraan
angkutan umum atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud angka 1, angka
2 dan angka 3 dengan membuat dan
menandatangani berita acara
pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan dilaksanakan di terminal atau alat
penimbangan yang dipasang secara tetap,
adapun pelaksanaan di jalan raya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi
dengan dan harus didampingi oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam proses penyidikan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ada pengawasan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang mana Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia selaku koordinator dan
pengawas, melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan
kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri
Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik
Kepolisian Negara Republik

Indonesia.Penyidik Pegawai Negeri Sipil
wajib menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikan pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan berserta barang bukti
kepada pengadilan melalui penyidik
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.Ketentuan mengenai pembinaan
dan pengawasan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam praktik penegakan hukum di
jalan raya Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Dinas Perhubungan beserta
Kepolisian, tidak selalu dituntut untuk
mengikuti  prosedur  hukum  yang
disebutkan di atas, namun diberikan
kewenangan kepada polisi  maupun
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dinas Perhubungan untuk
mengesampingkan sesuatu perkara (serba
ringan) schingga proses penyelesaian tidak
sampai ke pengadilan. Ketentuan ini
memungkinkan penegak hukum di jalan
raya memilih alternatif lain, yaitu
menyelesaikan  sendiri  perkara yang
ditanganinya. Dalam hal demikian,
penegak hukum dijalan raya biasanya tidak
menerbitkan tilang, tetapi memberikan
peringatan atau teguran kepada pengemudi.
Dengan  demikian, sesuai ketentuan
hukum, sekurang-kurangnya ada tiga
alternatif tindakan akhir polisi maupun
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dinas Perhubungan dalam menangani
suatu pelanggaran lalu lintas, yaitu
membebaskan pelanggar, menerbitkan
tilang, atau memberi teguran atau
peringatan kepada pelanggar.

Pelaksanaan penyidikan
pelanggaran pidana Undang-Undang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Dinas Perhubungan berdasarkan
ketentuan yang diatur KUHAP sebagian
besar pelaku pelanggaran undang-undang
lalu lintas angkutan jalan dikenakan sanksi
yang bersifat tindakan administratif.
Pelaku pelanggaran undang-undang lalu
lintas angkutan jalan yang diperiksa dan
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dijatuhi pidana oleh pengadilan jumlahnya
cukup banyak.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dalam pelaksanaan tugasnya
berada dibawah koordinasi dan
pengawasan  Penyidik =~ POLRI.Untuk
kepentingan penyidikan, penyidik POLRI
memberikan petunjuk kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan
memberikan bantuan penyidikan yang
diperlukan.

C. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Kewenangan  Penyidik  Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan
dalam penegakan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana
teknis undang-undang, schingga segala
tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu
lintas dan  angkutan  jalan  harus
berdasarkan dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam
lingkup lalu lintas dan angkutan jalan di
terminal dan jembatan timbang.

Upaya untuk menghadapi kendala
yang timbul dalam kewenangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam
penegakan hukum lalu lintas angkutan
jalanagar dapat ditegakkannya sistem lalu
lintas dan angkutan jalan adalah dengan
dilakukannya pemberdayaan dan
peningkatan  kualitas  dari  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS), perlunya
peran pemerintah daerah atau pusat dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) adalah salah satu upaya
peningkatan mutu yang harus dilakukan
untuk membentuk suatu lembaga pengatur,
penyusun, perencana sistem lalu lintas
yang aman, tertib, dan lancar. Untuk
masalah tumpang tindih tindakan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik

Polri dijalan dalam melakukan penindakan
atas pelanggaran lalu lintas secara struktur
telah tersusun dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang didalamnya telah
dibagi peran dan kewenangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas
Perhubungan dan Penyidik Polri dalam
melakukan penindakan sesuai dengan
kewenangannya masing-masing tinggal
dijalinnya hubungan koordinasi saja yang
benar.

Saran

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Dinas Perhubungan supaya
diberikan kewenangan yang lebih leluasa
dalam hal penyidikan penegakan hukum
lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah
hendaknya dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan (Undang-Undang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau
Peraturan Daerah), kedudukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam
penegakan hukum lalu lintas perlu
diperluas perannya karena pada kenyataan
berdasarkan perundang-undangan
kewenangan menindak yang penuh hanya
dalam lingkup terminal saja sehingga
upaya penegakan undang-undang hanya
sebatas bagian kecil saja, sehingga perlu
adanya revisi Undang-Undang lalu lintas
dan Angkutan Jalan.

Penyidik Pegawai Negeri  Sipil
(PPNS) Dinas Perhubungan dan penyidik
Polri untuk dapat saling berkoordinasi
dalam melakukan penyidikan terhadap
angkutan umum dan melakukan razia rutin
di jalan raya. Dalam pelaksanaan
koordinasi hendaknya memperhatikan apa
saja aspek-aspek yang dibutuhkan untuk
hal tersebut seperti adanya kapasitas tugas
yang jelas, penjelasan kewenangan supaya
tidak tumpang tindih, adanya komunikasi
dan adanya prosedur kegiatan sehingga
pelaksanaan koordinasi dapat lebih tepat.
Penulis mengharapkan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan
dan Penyidik Polri untuk melakukan
tindakan-tindakan mengenai pelanggaran
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dan memberikan arahan kepada pengguna
jalan khususnya angkutan umum untuk
selalu  mematuhi aturan yang telah
ditetapkan pemerintah.
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